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Abstrak

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi STIE Widyaswara Indonesia dengan mengimplementasikan ilmu akuntasi yang dipelajari
dan di dapat pada saat proses perkuliahan dengan dunia kerja, dalam hal ini Kantor Camat Koto Parik
Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan sebagai tempat praktek kerja lapangan. Memberikan kontribusi
pada Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh dengan ikut berpartisipasi pada bagian penempatan kerja
dan membantu bendahara dalam mengelola realisasi keuangan dari segi pengeluaran pada kantor camat
yang meliputi pembuatan kwitansi dinas, pencatatan realisasi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dan
rekap seluruh pengeluaran setiap bulannya. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah
diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan serta melakukan
pekerjaan dibeberapa bagian keuangan, maka tujuan dari pelaksaan tercapai.

Kata Kunci: Praktek Kerja Lapangan, Akuntabilitas, Pengelolaan, Realisasi, Keuangan.
Abstract

The aim of implementing Field Work Practices (PKL) is to implement the Tri Dharma of STIE Widyaswara
Indonesia Higher Education by implementing the accounting knowledge learned and obtained during the
lecture process with the world of work, in this case the Koto Parik Gadang Diateh District Head Office, South
Solok Regency as a place for field work practice. Contributing to the Koto Parik Gadang Diateh Sub-district
Office by participating in the work placement section and assisting the treasurer in managing financial
realization in terms of expenditure at the sub-district office which includes making official receipts, recording
the realization of SPPD (Official Travel Orders) and recapping all expenditure every month. The method used
in preparing this report is starting with the preparation stage, implementation stage and report writing stage
as well as carrying out work in several financial sections, then the objectives of the implementation are
achieved.

Keywords : Field work practice, Acountability, Management, Realization, Finance

PENDAHULUAN

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program pendidikan yang bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh di
bangku kuliah dalam situasi kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami
kondisi kerja dilapangan, menambah wawasan, dan meningkatkan keterampilan serta membentuk etos
kerja yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih Kecamatan Koto Parik Gadang
Diateh sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pelaksanakan Praktek Kerja Lapangan
di lembaga pemerintahan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di bagian Perencanaan dan
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Keuangan seperti administrasi dan keuangan, pencatatan SPPD, pembuatan kwitansi, dan penyusunan
laporan.

Menurut (Yuliana & Habra, 2024) Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan belajar yang
mengintegrasikan teori dikelas dengan praktek langsung di tempat kerja dan menerapkan ilmu di dunia
kerja nyata. Selain itu, melalui keterlibatan langsung di bagian Perencanaan dan keuangan mahasiswa
dapat memahami berbagai prosedur yang di terapkan di Kantor Camat KPGD dalam membuat administrasi
dan keuangan seperti pencatatan SPPD, pembuatan kwitansi, sesuai dengan no SP]nya, serta penyusu-nan
laporan keuangan.

Menurut (Lubis et al., 2024) transparasi adalah keterbukaan terhadap informasi mengenai suatu
proses, kebijakan atau tindakan sehingga informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh publik atau
pemangku kepentingan. Sedangkan realisasi anggaran menurut (Irfan & Putra, 2025) adalah sebuah proses
pelaksanaan rencana anggaran yang sudah ditetapkan menjadi tindaan nyata, yang mencakup pengakuan
pendapatan serta pengeluaran keuangan dalam periode tertentu, juga penyusunan laporan anggaran untuk
membandingkan target anggaran dengan hasil aktual.

Pada bagian perencanaan dan keuangan pelaksanaan PKL difokuskan untuk mengetahui sejauh
mana fungsi bagian perencanaan dan keuangan dalam pengelolaan administrasi kegiatan keuangan di
Kantor Camat KPGD serta realisasi anggaran yang telah ditetapkan setiap bulannya menyesuaikan dengan
anggaran belanja kecamatan. Menurut (Rahim et al., 2023) transparansi keuangan adalah keterbukaan
pemerintah atau organisasi dalam menyediakan informasi tentang alokasi, penggunaan dan hasil dari dana
yang dikelola secara jelas, akurat dan mudah di mengerti.

Menurut (Yusuf F. Melsa, 2021) pengelolaan keuangan adalah sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian dan pengendalian kegiatan keuangan sebuah perusahaan atau pemerintah untuk
mencapai tujuan finansial. Penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan
Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian perencanaan dan keuangan
menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Belanja kantor camat
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. siklus pengelolaan keuangan
kecamatan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan musre-mbang (musyawarah perencanaan
pembangunan) tingkat ke-camatan, penyusunan renstra kecamatan (periode 5 tahunan). penyusunan
renja kecamatan (periode 1 tahunan). tahap penganggaran, pada siklus ini berisi penyusunan anggaran
kecamatan yang terdiri dari pendapatan kecamatan, belanja kecamatan, dan pembiayaan kecamatan.

Menurut (Hardiningsih et al., 2018) pengelolaan anggaran adalah pengendalian sumber daya
keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik pemerintah maupun pribadi dengan menekankan
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan menurut (Kisnawati, 2014) pengelolaan
anggaran adalah salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tat
kelola yang baik dan mengharuskan setiap melakukan pelaksaan anggaran dengan baik dan benar,
sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. Pengelolaan pada anggaran
kecamatan sudah transparan dapat dilihat dari rencana anggaran biaya yang dibuat dan ditetapkan melalui
musrenbang tingkat kecamatan.

Menurut (Ahmad, 2023) pengelolaan realisasi keuangan adalah proses pemantauan dan pelaporan
pelaksanaan anggaran untuk membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi keuangan
yang sebenarnya, guna memastikan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi penggunaan dan publik atau
anggaran entitas dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Tahap penatausahaan keuangan
kecamatan meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. tahap pelaporan dan
pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, dan tahap evaluasi yang dilakukan oleh kepala daerah untuk
melihat sejauh mana perkembangan antara perencanaan dan capaian.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi STIE Widyaswara Indonesia dengan mengimplementasikan ilmu akuntasi yang
dipelajari dan di dapat pada saat proses perkuliahan dengan dunia kerja. Kegiatan PKL ini sebelumnya
sudah dilakukan oleh (Kurni et al,, 2024; Mahlona et al., 2024; Melanda et al., 2025; Mustika et al.,, 2024;
Sarietal, 2024)

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah diawali dengan tahap persiapan,
tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan serta melakukan pekerjaan dibeberapa bagian keuangan,
maka tujuan dari pelaksaan tercapai. Tahap persiapan dimulai dari pengantaran oleh dosen pembimbing
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lapangan pada 5 Mei 2025. Tahap awal dari PKL ini melakukan serah terima mahasiswa serta perkenalan
kepada pihak kecamatan dan melihat beberapa tugas dan tupoksi pada kecamatan. Kemudian tahap
pelaksaan PKL membantu beberapa pekerjaan seperti membuat administrasi perencanaan dan keuangan,
melakukan penyusunan kwitansi sesuai dengan urutan SP], membantu melakukan registrasi Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari wali nagari. Setelah melakukan beberapa pekerjaan di kantor camat
selanjutnya melakukan penulisan laporan mulai dari awal pelaksaan sampai dengan tahap berakhirnya
masa PKL pada tanggal 28 Juli 2025. Dalam pengembangan soft skill mahasiswa yaitu Meningkatkan
kemampuan menganalisis data keuangan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang efektif
dan efisien.Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan
data. Membangun dan memperkuat kerja sama tim dalam pengelolaan keuangan. Kemampuan
berkolaborasi dan berbagi tanggung jawab akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Meningkatkan
kemampuan mengelola waktu dan memprioritaskan tugas-tugas terkait perencanaan dan
keuangan.Kemampuan ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan
berbagai tugas dengan tenggat waktu yang berbeda.

Dalam tahap penulisan laporan banyak kendala yang ditemui dilapangan diantaranya Sering terjadi
keterlambatan pengerjaan unduh dokumen keuangan pada sistim informasi pemerintahan daerah(SIPD)
karena lemah nya jaringan internet, sehingga pelaporan ke badan pengelolan keuangan daerah (BPKD)
sering terlambat. Masyarakat yang mengurus surat pindah domisili atau yg meregistrasi surat keterangan
tidak mampu, sering tidak membawa dokumentasi kependudukan seperti KK sehingga kesulitan
melakukan pengecekan kebenaran data kependudukan Masyarakat yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi terhadap Transparansi,Mahasiswa PKL biasanya terlibat dalam pencatatan penyusunan
laporan atau membantu administrasi. Hal ini mendorong instasi untuklebih terbuka dalam menampilkan
data dan prosedur kerja. Pningkatan keterbukaan informasi, kehadiran mahasiswa PKLsering membuat
instasilebih disiplin dalam menyajikan informasi yang jelas,karena mahasiswa memerlukan data untuk
pembelajaran dan laporan. Kontribusi terhadap akuntabilitas,Pendampingan administrasi mahasiswa
membantu memastikan dokumen pertanggungjawaban keuangan maupun kegiatan tersusun rapid an
mudah di audit. Evaluasi kinerja, melalui laporan PKL , mahasiswa secara tidak langsung memberikan
penilaian terhadap efektivitas efisiensi sistem yang ada.Penerapan ilmu, mahasiswa membawa teori dan
wawasan akademis yang bisa menjadi masukan untuk perbaikan tata kelola agar lebih akuntabel. Dalam
Penerapan dibagian perencanaan dan keuangan mahasiswa dapat membantu pengelolaan administrasi
dan pencatatan keuangan meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana membuat laporan
keuangan, pengarsipan bukti transaksi, dan membantu dalam proses pengerjaan dalam proses rekonsiliasi
data keuangan. Peran ini membantu memastikan transparansi dan akuntablitas dalam pengelolaan
keuangan dan realisasi keuangan pada kecamatan KPGD.

Gambar 1.
Membuat administrasi dan pencatatan keuangan
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Tahap penyusunan kwitansi dengan mencocokkan no urut kwitansi dengan no urut Surat Perintah
Kerja (SP]) yang telah ada. Proses ini memastikan setiap transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan
terhubung dengan dokumen pendukung yang sesuai, sehingga mempermudah proses pelaporan dan audit
keuangan.

2 Samsung Do
21 Forta dengan Galaxy AO3

Gambar 2.
Mengurutkan kwitansi sesuai nomor urus SP]

Selanjutnya melakukan pemindai kwitansi dengan digitalisasi arsip keuangan dan mencocokkan
kembali dengan nomor urut SP] yang bersangkutan. Dalam proses ini memastikan setiap kwitansi
terhubung dengan dokumen pendukungnya dan tersimpan secara digital, mempermudah akses, pencarian,
dan pengelolaan data keuangan.

Gambar 3.
Memindai kwitansi menurut SP]

Pada bagian pelayanan dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dalam hal ini
membantu pekerjaan dalam pembuatan surat menyurat seperti SKTM, izin nikah, domisili, surat
keterangan meninggal dunia dan lainnya.
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Gambar 4.
Membuat surat pindah domisili

Dibagian kasi pemerintah yang dilakukan adalah Menulis nama undangan rapat. Mahasiswa
membantu menulis nama-nama undangan yang akan diundang dalam rapat di Kantor Camat, khususnya di
bagian Kasi Pemerintahan, dengan memastikan penulisan nama sesuai dengan daftar undangan yang telah
tersedia. Hal ini membantu kelancaran proses administrasi dan persiapan rapat.

Gambar 5.
Membantu kasi pemerintah menulis undangan

Selama melakukan PKL kendala yang ditemui dilapangan diantaranya adalah dibagian Perencanaan
keuangan dan bagian Pelayanan di Kantor Camat KPGD,penulis menghadapi beberapa hambatan
diantaranya Kurangnya pemahaman tentang sistem pencatatan keuangan yang digunakan, kesulitan dalam
mengklasifikasikan transaksi, dan potensi kesalahan pencatatan manual. Data yang tidak terorganisir juga
dapat menjadi hambatan. Kesalahan penulisan data pada kwitansi (nama, jumlah, tanggal, keterangan),
kehabisan blanko kwitansi, dan kurangnya pemahaman mengenai aturan penulisan kwitansi yang benar.
Jumlah kwitansi yang banyak,kwitansi yang tidak terurutkesulitan dalam menemukan kwitansi yang
sesuai dengan nomor SPJ, dan kurangnya sistem pengarsipan yang efektif. Kualitas hasil pindai yang buruk
(buram, terpotong) akibat perangkat atau pengaturan yang kurang tepat. Solusinya adalah dengan
Pelatihan singkat mengenai sistem pencatatan keuangan, penggunaan software atau aplikasi pencatatan
keuangan sederhana,pembuatan checklist untuk memastikan semua transaksi tercatat, dan penerapan
sistem pengarsipan yang terorganisir. penggunaan template kwitansi standar,persiapan blanko kwitansi
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yang cukup,pengecekan ulang data sebelum kwitansi diberikan,dan pelatihan singkat mengenai penulisan
kwitansi yang baik dan benar. Penggunaan sistem pengarsipan yang terorganisir (misalnya, folder atau box
terpisah untuk setiap SP], penggunaan label atau kode warna untuk memudahkan pencarian, pengecekan
silang data SPJ dan kwitansi secara berkala, dan penggunaan sistem digital untuk memudahkan pencarian
dan pengurutan. Memastikan kualitas scanner baik dan melakukan pengaturan resolusi yang sesuai.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah instansi pemerintah dibawah naungan bupati yang di kepalai
oleh camat. Kantor Camat KPGD bertugas untuk membina nagari nagari yang ada di bawah naungannya.
Daerah naungan kantor Camat KPGD ada 8 Nagari .Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 14 Tahun 2014
tentang Pendelegasian sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di
Kabupaten Solok Selatan. Penulis juga dapat mengetahui tentang gambaran Kantor Camat KPGD dan
bagaimana pengelolaan sistem keuangan Kantor Camat KPGD. Selama melakukan PKL di Kantor Camat
KPGD, penulis banyak memperoleh pengetahuan baik teori maupun praktek sehingga menambah
pengalaman dan juga wawasan penulis.
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